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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini yang berjudul “Hukum 

Agraria dalam Perspektif Sejarah”. Karya ini disusun sebagai bentuk 

pemahaman dan analisis mengenai perkembangan hukum agraria di Indonesia 

yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang historisnya, mulai dari masa 

kolonial hingga era reformasi agraria saat ini. 

Hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan 

kompleks. Dalam konteks sejarah, hukum agraria tidak hanya sekadar mengatur 

hubungan antara manusia dan tanah, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-

politik, pertarungan kepentingan, serta upaya untuk menciptakan keadilan dan 

pemerataan dalam penguasaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, 

memahami hukum agraria dari sudut pandang sejarah menjadi penting untuk 

mengkaji bagaimana transformasi hukum ini membentuk struktur agraria 

nasional yang berlaku hingga kini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ini masih terdapat 

banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai 

pihak guna penyempurnaan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses 

penyusunan karya ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya dalam memahami hukum 

agraria dari perspektif sejarah. 

Medan, 14 Juli 2025 

 

Dr.Rafiqi, SH, M.M., M.Kn 
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SINOPSIS 

Hukum Tanah sebelum Indonesia merdeka adalah Hukum Tanah 

Kolonial yang mempunyai sifat dualisme hukum, yaitu pada saat yang sama 

berlaku Hukum Tanah Barat yang diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk 

pada Hukum barat dan Hukum. Tanah Adat yang diberlakukan bagi orang-

orang yang tunduk pada Hukum Adat. Dalam rangka mewujudkan unifikasi 

(kesatuan) hukum. Hukum Adat  tentang tanah dijadikan dasar bagi 

pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum Adat dijadikan dasar 

dikarenakan hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, 

sehingga hukum Adat tentang tanah mempunyai kedudukan yang istimewa 

dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional. 

Kerajaan Deli adalah wilayah yang paling muda bagi pengusaha-

pengusaha (ordeneming)  yang pertama. Sejak pertama sekali  Jacobus 

Nienheyus mendaratkan kakinya di Sumatera Timur, memperlakukan Raja-raja 

Melayu sebagai raja-raja yang besar. Pda saar permulaan dibuka   daerah 

perkebunn, mempermudah usaha Belanda, sehingga tanah-tanah  luas  hutan  

dipindahkan kepemilikannya untuk dihajdikan perkebunan-perkebunan 

tembakau. 
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